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BABI
PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan
dan akuntabel, maka perlu mengetahui perkembangan kinerja
pelayanan publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah sebagai
penyelenggara pelayanan publik melalui kegiatan penyusunan
indeks kepuasan masyarakat (IKM) untuk menilai tingkat kualitas
pelayanan yang diberikan kepada masyarakat oleh instansi
pemerintah. Pemerintah pada hakekatnya adalah pelayan
masyarakat, ia tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri,
tapi juga untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi
yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan
kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai tujuan bersama
( Rasyid 1998 : 139), karenanya birokrasi publik berkewajiban dan
bertanggung jawab untuk memberikan layanan publik yang baik
dan profisional. Dengan demikian pelayanan publik dapat diartikan
sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau
masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu
sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.
Untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan
publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi
yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga
negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam
penyelenggaraan pelayanan publik, dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, maka pada tanggal 18 Juli
2009 Indonesia mensahkan Undang-Undang No 25 tahun 2009
tentang Pelayanan Publik. Menurut UU No 25 Tahun 2009,
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Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam
rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan
perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas
barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan
oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pelayanan  publik  harus mendapat  perhatian  dan
penanganan yang sungguh-sungguh oleh semua aparatur, karena
merupakan tugas dan fungsi yang melekat pada setiap aparatur
kelurahan dan kecamatan pada khususnya yang note bene
merupakan jajaran terdepan instansi pemberi pelayanan publik
(public service).

Tingkat kualitas kinerja  pelayanan publik  memiliki
dampak (impact) yang luas dalam berbagai kehidupan, terutama
untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu
upaya penyempurnaan pelayanan publik (public service) harus
dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan.

Upaya peningkatan kualitas pelayanan harus dilaksanakan
secara bersama-sama, terpadu, terprogram, terarah, dan konsisten
dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat,
sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (pelanggan)
dapat diberikan secara tepat, cepat, murah, terbuka, sederhana dan
mudah dilaksanakan serta tidak diskriminatif.

Untuk mengukur kinerja aparatur kecamatan Pringgarata
Kabupaten Lombok Tengah , dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat, sekaligus mendengarkan dan menyerap aspirasi
masyarakat (stakeholder) perihal kebutuhan dan harapan, maka
diadakanlah “SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT” di Kantor
Camat Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah .




DASAR HUKUM

o

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir
dengan  Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 215);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat
Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

MAKSUD DAN TUJUAN

Survey Kepuasan Masyarakat ini dilakukan dengan maksud untuk

mengetahui tingkat kinerja aparatur Kecamatan Pringgarata dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat dan sekaligus sebagai

wahana penyerap aspirasi masyarakat baik yang berupa saran,

harapan, sekaligus komplain terhadap pelayanan yang telah

diberikan selama ini untuk dijadikan pedoman kebijakan, program



dan strategi guna peningkatan pelayanan. Dan Tujuan
dilaksanakannya Survei Kepuasan Masyarakat ini adalah :
1. Mengetahui tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap

mutu dan kualitas pelayanan.

P

Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan
kualitas pelayanan publik.

3. Dapat digunakan sebagai acuan prioritas dalam melaksanakan
perbaikan.

RUANG LINGKUP

Kegiatan survey Kepuasan Masyarakat ini dilakukan terbatas
di Unit Pelayanan Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok
Tengah, sebanyak 144 responden yang diharapkan mampu
memberikan gambaran mengenai kualitas pelayanan yang
diberikan oleh aparatur Kecamatan kepada pelanggannya.

Adapun pertanyaan yang dimintakan pendapat kepada
masyarakat (pelanggan) terdiri dari 9 unsur yang relevan, valid dan
reliabel dengan harapan masyarakat memberikan pendapatnya
terhadap empat pilihan jawaban yang tersedia sebagaimana

kuesioner terlampir.

JADWAL KEGIATAN

Nama Kegiatan | Uraian Kegiatan Tanggal
Pelaksanaan

Persiapan Tim menyusun pertanyaan | 1-5 Maret 2022
yang  menjadi  unsur
penilaian

|
| Pengisian Pengguna layanan mengisi | 6-20 maret 2022

Kuisioner kuisioner manual

Analisis data Tim Pengolah data sesuai |21 - 25 Maret




Penyusunan

Laporan

isian kuisioner

2022

| Tim menyusun laporan
IKM

26-30 Maret 2022
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BAB I
METODELOGI PENYUSUNAN

METODE SURVEY

Metode penelitian survei adalah cara melakukan pengumpulan
databerdasarkan survei. Pengertian survei adalah sebuah teknik
riset atau penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan data yang
valid dengan memberi batas yang jelas atas data kepada suatu
obyek tertentu. Survei dalam hal ini dengan menggunakan
kuesioner sebagai instrumen utama untuk mengumpulkan data,
dan lain sebagainya agar hasil yang dicapai secara sistematis,
terencana dan terstruktur dengan jelas sejak dimulainya penelitian
sampai hasil akhir berdasarkan pengumpulan data informasi yang
umumnya disertai dengan gambar, angka, tabel, grafik, dan lain
sebagainya Untuk  melakukan survei secara  periodik
Mempergunakan pendekatanmetode kualitatif dengan pengukuran
menggunakan skala likert. Skala likert adalah skala yang dapat
dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi
seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis layanan
publik. Pada skala likert responden diminta untuk menentukan
tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan
memilih salah satu dari pilihan yang tersedia.

Survey dilakukan terhadap sampel dari seluruh pemohon yang
mengajukan permohonan layanan di Kantor Camat Pringgarata.
Sampel diambil dengan metode random sampling sebanyak 144
pemohon.  Penentuan jumlah sampel dilakukan dengan
menggunakan pendekatan tabel Sampel Krejcie dan Morgan.



TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Data diambil dari kuesioner kepuasan pelanggan yang diisi secara
manual. Survey dilaksanakan pada tanggal 6 sampai dengan 20
maret 2022,

VARIABEL PENGUKURAN IKM

Variabel yang diukur pada survey kepuasan masyarakat TQHUN

2022 dengan pengukuran terhadap karakteristik respondon dan 9

unsur kepuasan pelayanan dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Karakteristik sebaran responden

b. Unsur penilaian

1. Persyaratan
Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam
pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis
maupun administratif.

2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi
pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu Penyelesaian
Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan
untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap
jenis pelayanan.

4. Biaya/Tarif *)
Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada
penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh
pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan
berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan
masyarakat.

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan

yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan




yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan
hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

Kompetensi Pelaksana **)

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus
dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian,
keterampilan, dan pengalaman.

. Perilaku Pelaksana **)

Perilaku  Pelaksana adalah sikap petugas dalam
memberikan pelayanan.

. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata
cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak
lanjut.

. Sarana dan prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai
alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah
segala sesuatu yang merupakan penunjang utama
terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan,
proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak
(komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak

bergerak (gedung).

Catatan:
*) Unsur 4, dapat diganti dengan bentuk pertanyaan lain, jika

dalam suatu peraturan perundangan biaya tidak dibebankan
kepada penerima layanan (konsumen). Contoh: pembuatan
KTP, biaya oleh UU dinyatakan gratis.
) Unsur 6 dan Unsur 7, dapat diganti dengan bentuk
pertanyaan lain, jika jenis layanan yang akan disurvei

berbasis website.



D,

ANALISIS

Sesuai Peraturan Menpanrb No. 14 Tahun 2017, analisis data
pada  pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
dilakukan  dengan menggunakan skala Linkert, yaitu
berdasarkan skor 1-4 untuk Kategori penilaian tidak baik
sampai dengan sangat baik. Analisis selanjutnya dilakukan
dengan melakukan konversi ke dalam skala 100 dan
kategorisasi mutu pelayanan berdasarkan Tabel Nilai Persepsi,
Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan
Kinerja Unit Pelayanan (Tabel 1) sebagai berikut:

Nilai | - [Kinerja
Nilai Nilai Interval | Mutu )
Interval Unit
Persepsi Konversi IKM | Pelayanan
IKM Pelayanan
1 1,00-1,75 |25-43,75 D Tidak baik
2 1,76 -250 |43,76-62,50 |C Kurang
baik
3 251-325 |6251-8125 |B Baik
4 3,26-4,00 |81,26-100,00 |A Sangat
baik




A.

Hasil

BAB II1
HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penyiapan bahan

a. Kuesioner

Dalam  survey Kepuasan Masyarakat digunakan
kuesioner sebagai alat bantu pengumpulan data
kepuasan masyarakat penerima pelayanan. Kuesioner ini
disusun berdasar tujuan survey terhadap tingkat
kepuasan masyarakat. Bentuk kuesioner terlampir.

- Bagian dari kuesioner dibagi atas 3 (tiga) bagian yaitu:

Bagian1 : Identitas responden meliputi usia, jenis
kelamin, pendidikan dan pekerjaan.

BagianIl : Identitas pencatat berisi data pencatat.

BagianIll: Mutu pelayanan publik adalah pendapat
penerima  pelayanan yang  memuat
kesimpulan atau pendapat responden
terhadap unsur-unsur pelayanan yang

. Bentuk Jawaban

Bentuk jawaban pertanyaan dari setiap unsur pelayanan
Secara umum mencerminkan tingkat kualitas pelayanan,
yaitu dari yang sangat baik sampai dengan tidak baik,
dengan persepsi numberik (angka) sebagai berikut:

- Angka 1 adalah nilai persepsi tidak baik

- Angka 2 adalah nilai persepsi kurang baik

- Angka 3 adalah nilai persepsi baik

- Angka 4 adalah nilai persepsi sangat baik

2. Penetapan responden, lokasi dan waktu pengumpulan data.
a. Jumlah Responden
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- Jumlah responden yang menjadi sasaran
kuesioner  survei  kepuasan  masyarakat
ditetapkan sebanyak responden, yang ditentukan
secara acak sesuai dengan cakupan unit

pelayanan Kecamatan Pringgarata

3. Pengolahan Data

Metode Pengolahan Data

Kuesioner yang masuk akan diolah dalam data entri komputer
untuk mendapat IKM nya. Nilai KM dihitung dengan
menggunakan “Nilai rata-rata tertimbang” masing-masing
unsur pelayanan, dalam menghitung indeks kepuasan
masyarakat tehadap 9 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur
pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan memakai

rumus sebagai berikut :

{ | Bobot nilai rata-rata Jumlah bobot
tertimbang = Jumlahunsur = ¢ = 0,11

Untuk memperoleh nilai IKM unit pelayanan digunakan
pendekatan nilai rata-rata tertimbang ( 0,11 ) dengan rumus
sebagai berikut :

) Total dari Nilai Persepsi per unsur

X Nilai Penimbang
Total unsur yang diisi

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilai IKM yaitu
antara 25 -100 maka hasil penilaian tersebut di atas
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dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai

berikut :

IKM Unit Pelayanan x 25

- Hasil Penyusunan IKM

Dari 144 (seratus empat puluh empat) responden yang telah

diminta

pendapat  mengenai pengalamannya  dalam
memperoleh pelayanan dari aparatur Kecamatan Pringgarata,

nilai rata-rata per unsur pelayanan sebagai berikut:

a. Tabel Nilai rata-rata unsur pelayanan

No. UNSUR PELAYANAN NILATRATA -
RATA
U1 Persyaratan 3,25
U2 Sistem, Mekanisme, Prosedur 3,28
U3 Waktu Penyelesaian 3,26
U4 Keadilan dalam Pelayanan 3,21
U5 Produk Sfesifikasi Layanan 3,19
U6 Kompetensi/SDM 3,18
U7 Perilaku Pelaksana 3,06
U8 Sarana Prasarana 2,99
u9 Penanganan Pengaduan 3,14

Data selengkapnya pada Lampiran 1.

Keterangan:

-Uls/d U9 : Unsur-unsur pelayanan

-NRR

: Nilai rata-rata

12




Dari tabel tersebut di atas jawaban yang diberikan
oleh 144 (seratus empat puluh empat) responden yang telah
memberikan pendapatnya terhadap 9 unsur yang menjadi obyek
survey IKM, nilai persepsinya di atas angka 2 (dua). Hal ini
berarti pelayanan yang diberikan aparatur Kecamatan secara
umum mencerminkan tingkat kualitas pelayanan yang baik.

Adapun nilai IKM Unit Pelayanan Kecamatan
Pringgarata diperoleh angka 78,53, Untuk mengetahui Nilai
Persepsi, Nilai Interval IKM, Nilai Interval Konversi IKM, Mutu
Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan, kita dapat berpedoman
pada Keputusan Menpan Nomor: Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey
Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

sebagaimana tabel di bawah ini.

. Tabel Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu
Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Kinerja
Nilai Nilai Interval | Mutu
Interval _ Unit
Persepsi Konversi IKM | Pelayanan
IKM Pelayanan
1,00-1,75 |25-4375 D Tidak baik
""""""" 176-250 [4376-6250 |C | Kurang
baik
~ [251-325 |6251-8125 |B = |Baik
. 3,26 - 4,00 |81,26-100,00 | A [sangat |
baik
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Dengan nilai IKM Unit Pelayanan (Nilai Interval Konversi
IKM) 78,53 apabila kita lihat tabel tersebut di atas maka dapat
dikatakan Kinerja Unit Pelayanan dan Mutu Pelayanan
Kecamatan Pringgarata adalah “BAIK”.
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BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN
Dalam  melaksanakan tugas survey Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) selama + 1 (satu) bulan dimulai tanggal 1 sd. 30
Maret 2022 dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pelayanan publik (public service) di Kantor
Kecamatan Pringgarata, secara umum mencerminkan tingkat
kualitas yang baik. Hal ini terbukti ke-9 unsur pelayanan semua
nilai rata-rata di atas nilai persepsi 2 (dua).

2. Nilai IKM Unit Pelayanan Kantor Kecamatan Pringgarata
setelah dikonversikan (77,532) berada pada interval 62,51 - 81,25.
Ini dapat disimpulkan bahwa Kinerja Unit Pelayanan Kantor
Kecamatan Pringgarata adalah baik.

3. Untuk bisa mewujudkan pelaksanaan pelayanan prima
diperlukan komitmen untuk melaksanakan transparansi dan
akuntabilitas, baik oleh pengambilan keputusan (top manager),
pimpinan unit pelaksana dan pelaksana pelayanan publik,
untuk selalu berupaya memberikan pelayanan secara cepat,
tepat, murah, terbuka, sederhana, dan mudah dilaksanakan
serta tidak diskriminatif. Di sisi lain pelanggan (masyarakat)
diharapkan ikut membantu dalam arti melengkapi syarat
berkas-berkas layanan serta tidak bersifat apatis terhadap
upaya-upaya peningkatan pelayanan.

B. SARAN
Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah diharapkan
membentuk Tim Survey IKM atau menunjuk dan/atau bekerja sama
dengan unit independen untuk melaksanakan survey IKM di unit-unit
pelayanan. Dengan adanya tim yang benar-benar independen, kapabel
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dan mempunyai kredibilitas akan menjamin hasil survey TKM yang
hetul betul valid dan akuntabel

Pembina Tk [ (IV/b)
NIP 1§681231199%021013
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